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Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya 

keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Harga Satuan Pokok 

Kegiatan (HSPK) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II angka D Belanja Daerah 

Angka 1. Ketentuan Umum Huruf j menyatakan bahwa Belanja Daerah berpedoman pada 

standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merupakan harga stuan setiap unit 

barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini didasarkan atas hasil survey 

harga bahan/material dan upah pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi di daerah 

Kabupaten Solok Selatan berupa harga kontrak dan survey harga pabrik/distributor. 

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini akan digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) SKPD dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh Pengguna Jasa 

Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Kabupaten Solok Selatan. 

Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)  bertujuan untuk memberikan 

informasi obyektif kepada pengguna jasa konstruksi, konsultansi dan semua pihak yang 

memerlukan suatu acuan/pedoman standar harga jasa Konstruksi dan Konsultansi. 
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